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BARRU- Tambang galian C yang diduga ilegal di Kabupaten Barru ,Sulawesi
Selatan terus menuai sorotan baik dari Media Online dan berbagai lembaga
salah satunya datang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan

Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan ,Djaya Jumain mendesak Bupati Barru dan Kepala Kepolisian
Resort Barru untuk menghentikan atau menutup tambang galian C yang diduga ilegal



Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan.

Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan ,Djaya Jumain mendesak Bupati
Barru dan Kepala Kepolisian Resort Barru untuk menghentikan atau menutup
tambang galian C yang diduga ilegal yang terletak di Kecamatan
Malusetasi,Kabupaten Barru, Sulsel.

Djaya Jumain menegaskan pihaknya bersedia mendampingi masyarakat yang
telah menjadi korban akibat kerusakan lingkungan termasuk rusaknya kuburan
masyarakat sekitar tambang dengan menugaskan pengurus Dewan Pimpinan
Cabang LBH Suara Panrita Keadilan , Kabupaten Barru untuk membentuk tim
khusus untuk bertemu masyarakat sekitar sebagai korban.



Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang tersebut harus di pertanggung
jawabkan oleh oknum pengelolah tambang dan untuk menghentikan kerusakan
lingkungan adalah tanggung jawab kita semua pihak termasuk
masyarakat,ungkap Djaya Jumain.

Djaya Jumain berharap persoalan tambang yang diduga ilegal tersebut menjadi
prioritas untuk di hentikan diakhir masa jabatan Bupati Barru dan tim dari LBH



Suara Panrita Keadilan akan melakukan investigasi langsung kelokasi apakah
aktifitas tersebut ada indikasi pidananya yang kabarnya oknum penambang
merampas tanah masyarakat dan kalau ada oknum aparat penegak hukum
terlibat  kami laporkan.

Tambang ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi
dari pemerintah dan jelas melanggar Undang-Undang Minerba dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku tambang ilegal juga dapat dikenakan
sanksi pidana karena merusak lingkungan hidup, tutup Djaya Jumain.
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